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ABSTRAKSI

Nama : Jessica Widya Larossa
NIM : 202010110311053
Judul : Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Tindak

Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata Pasca
Berlakunya UU Cipta Kerja

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Ketentuan pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang dimuat dalam pasal
64 UU Nomor 10 Tahun 2009 dihapuskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja.
Hal ini menarik, karena penghapusan tersebut menyebabkan ketidakjelasan aturan
hukum yang 'dikenakan terhadap pelaku, sementara itu terdapat kasus yang
menyelesaikan masalah melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan beserta
penggunaan alternatif penyelesaian tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata
di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan
pengaturan tindak pidana fisik daya tarik wisata kembali mengacu pada KUHP.
Adapun alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh lebih mengedepankan
penyelesaian hukum administratif dan hukum perdata sebelum penyelesaian secara
hukum pidana, dikarenakan penyelesaian pidana dianggap tidak memberikan
keadilan para pihak dan mengabaikan pembenahan objek perusakan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa hingga tahun 2025, ketentuan pidana terhadap pelaku
perusakan fisik daya tarik wisata dapat diterapkan berdasarkan pasal 170 KUHP
sub. Pasal 406 KUHP dan pada tahun berikutnya, berdasarkan pasal 521 UU Nomor
1 Tahun 2023. Sedangkan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh terdiri dari
upaya administratif, upaya perdata, dan mengakhirkan upaya pidana. Penelitian ini
menyarankan perlunya penegasan aturan terkait sanksi dan batasan kerugian yang
ditimbulkan oleh pelaku, yang diatur secara khusus dalam undang-undang
kepariwisataan dan perlunya peran aktif aparat penegak hukum maupun pihak yang
berkepentingan untuk memaksimalkan penyelesaian perkara dengan merujuk pada
fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata, Alternatif
Penyelesaian
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ABSTRACT

Name : Jessica Widya Larossa
NIM : 202010110311053
Tittle ¢ Regulation of Criminal Acts of Physical Destruction of

Tourism Attractions After the Enactment of Law

Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of

Government Regulation in Lieu of Law (Perpu)

Number 2 of 2022 Concerning Job Creation into Law
Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

The criminal provisions for physical destruction of tourist attractions
contained in Article 64 of Law Number 10 Year 2009 were abolished with the
enactment of the Job Creation Law. This is interesting, because the abolition causes
uncertainty about the legal rules imposed on the perpetrator, while there are cases
that resolve the problem through mediation. This research uses normative research
methods with the aim of knowing the arrangements along with alternative solutions
to criminal acts of physical destruction of tourist attractions in Indonesia after the
enactment of the Job Creation Law. The results show that the regulation of physical
criminal acts of tourist attractions refers back to the Criminal Code. The alternative
settlement that can be taken prioritizes administrative law settlement and civil law
before criminal law settlement, because criminal settlement is considered not to
provide justice to the parties and ignore the improvement of the object of
destruction. This study concludes that until 2025, criminal provisions against
perpetrators of physical destruction of tourist attractions can be applied based on
Article 170 of the Criminal Code sub. Article 406 of the Criminal Code and in the
following year, based on Article 521 of Law Number 1 Year 2023. While the
alternative solutions that can be taken consist of administrative remedies, civil
remedies, and terminating criminal remedies. This study suggests the need for
affirmation of rules related to sanctions and limits on losses incurred by the
perpetrator, which are specifically regulated in the tourism law and the need for an
active role of law-enforcement officials and interested parties to maximize case
settlement by referring to the function of criminal law as an ultimum remedium.

Keywords: Crime, Physical Destruction of Tourism Attraction, Alternative
Settlement
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